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ABSTRAK 

Syamsuddin, 200810117011, Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah 
Tangan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan MA RJ Reg. 
No. 3435 K/PDT/2005), Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Bhayangkara Jakarta Raya, Tahun 2010. 

Banyak masalah melingkupi penelitian skripsi ini, misalnya tentang 
bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang telah memperoleh 
pengesahan atau legalisasi dari notaris dan baga.imana pula hakim dalam 
memberikan penilaian terhadap alat bukti akta di bawah tangan apabila selain alat 
bukti di bawah tangan tersebut tidak ditemukan alat bukti lain yang mendukung 
dasar gugatan. Untuk itu maka penulis berupaya meneliti dua hal, yaitu Bagaimana 
kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan perkara 
perdata di Pengadilan dan dasar hukum putusan hakim dalam menilai kekuatan 
pembuktian akta di bawah tangan dalam proses penyelesaian sengketa perdata. 
Untuk meneliti hal tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian normatif 
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu 
mengungkap masalah dari sudut undang-undang atau peraturan lainnya yang 
kemudian dikaitkan dengan kasus yang ada sehingga tergambar mengenai law in 
book dan law in action dan dimana kesenjangan keduanya. Dalam hasi! penelitian 
di putusan pengadilan mulai dari tingkat pertama sampai dengan terakhir, penulis 
menemukan bahwa Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses 
pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan menjadi suatu hal yang krusial dalam 
penilaian hakim terkantung konteks kasus dan alat-alat bukti lain yang mendukung. 
kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian 
secara formal, yaitu apabila tanda tangan pada akta tersebut diakui kebenarannya 
oleh para pihak yang menandatanganinya, yang berarti pernyataan yang tercantum 
dalam akta itu diakui dan dibenarkan pula. Dengan demikian kekuatan pembuktian 
akta di bawah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Tetapi 
secara material, kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tersebut hanya berlaku 
terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain , 
kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). 
Adapun dasar hukum putusan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian akta di 
bawah tangan dalam proses penyelesaian perkara perdata sangat bergantung pada 
penilaian tentang basil pembuktian. Pengadilan Negeri Bandung memenangkan 
Tergugat dengan dasar bahwa perjanjian jual beli tersebut dianggap tidak sah dan 
cacat hukum karena menurut Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
bahwa peralihan harga bersama hams mendapat persetuj uan dari kedua belah pihak 
suami/isteri. Sementara Pengadilan Tinggi Bandung menganggap lemah dasar 
tersebut karena bentuk persetujuan tidak harus termaktub dalam akta 
perjanjian/kwitansi tetapi bisa dalam bentuk persetujuan lisan atau tidak menolak 
secara tegas. Putusan ini dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung karena hakim 
menilai hakim Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum. Penilain 
tentang hasil pembuktian bukan menjadi pertimbangan dalam putusan di tingkat 
kasasi. 
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